Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Penyal ahgunaan keadaan sebagai dasar pemberian akta hibah atas harta

Eenl nggalan yang telah dibuat akta wasiatnya terlebih dahulu: studi
asus putusan Mahkamah Agung No. 892 K/pdt/2017 = Misuse of

conditions as the basis for giving deed of grant for the inheritance that

has been made the testament first: case study of the Supreme Court

verdict number 892 K/Pdt/2017

Zhafrin Nur Ainina, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20506199& | okasi=lokal

Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian
hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah
tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan
permasal ahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesisini
adalah mengena pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat
yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada
kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, menganalisis
kedudukan hukum aktawasiat dan akta hibah serta mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah
yang dibuatnya tanpaa mencabut akta wasiat yang telah ada terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan
tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpul an data yang bersumber
dari bahan-bahan kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini
menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Hasl|
penelitian adalah bahwa akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dalam kasus
ini dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak dalam perjanjiannya. Dikaitkan dengan adanya akta
wasiat yang belum dicabut maka kedudukan akta wasiat tersebut |ebih kuat dan menghapus akta hibah,
mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pertanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta
harus dibuktikan bahwa PPAT telah menyalahi prosedur pembuatan akta dan menjadi pelaku dalam
Perbuatan Melawan Hukum tersebuit.

...... This study discusses about the giving of a grant and testament of inheritance. Giving of grants must be
done based on the applicable laws, especially if the object of the grant has been made a previous testament.
Caution Notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) is needed, because giving grants to the same
object as atestament can raises issues related to the position of both of them in court. Theissuesraised in
this thesis are about the giving of a testament of inheritance which is made over aland object by not
revoking the testament that burdensit first; and the responsibility of PPAT in making the deed of grant in
the case of the Supreme Court's decision Number 892 K/ Pdt /2017. The purpose of this study is to identify
the consequences of Misuse of Conditions from grant deed law. Analyze the legal place of the testament and
grant deed and find out the responsibility of the PPAT for the deed that made without revoking the testament
which existed before. To answer the question it is used Normative juridical research methods, namely by
collecting data sourced from library materials. The typology of this study is Descriptive Analytic, because
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this study describes the problem which is analyzed with the laws. The results of the study is that the legal
consequences deed of grant made with Misuse of Conditions in this case may be canceled due to a defect of
testament in the agreement. Related with the existence of a testament that has not been revoked, the position
of the testament is stronger and delete the grant deed. Resulting in the deed of the grant being null and void.
The responsibility of PPAT in making the deed must be proven that the PPAT has been violate the
procedure for making a deed and be adoer in aTort.



